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BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2024 NOMOR 27 

 

PERATURAN BUPATI BANTAENG 

NOMOR 27 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA 

TAHUN  ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANTAENG, 

Menimbang  :

  

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan 

Analisis Standar Belanja Tahun  Anggaran 2024;  

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia; 

  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang 

Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7079); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA 

SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN  

ANGGARAN 2024. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng. 

2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

3. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga 

satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan 

standar harga satuan regional. 

4. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar 

yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya 

setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat 

Daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Perencanaan dan 

Penganggaran yang berisi program kegiatan dan anggaran Perangkat 

Daerah. 

 

BAB II 

STANDAR HARGA SATUAN 

Pasal 2 

(1) SHS meliputi: 

a. satuan biaya honorarium; 

b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; 

c. satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor; 

d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; 

e. satuan biaya pemeliharaan; 

f. satuan biaya barang; dan 

g. satuan biaya jasa. 

(2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

(1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan APBD. 

(2) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SHS 

berfungsi sebagai:  

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah; 

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan  

c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD. 

(3) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SHS 

berfungsi sebagai:  

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

pelaksanaan anggaran kegiatan; dan 

b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat 

dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya 

kenaikan harga pasar. 

 

Pasal 4 

(1) Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terjadi kondisi 

dimana spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam 
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DPA tidak diperoleh di pasar atau harga pasar lebih tinggi, maka tetap 

dapat dilaksanakan sepanjang tidak melebihi pagu rincian objek belanja 

pada kegiatan yang bersangkutan. 

(2) Dalam hal barang dan jasa yang harga satuan barang dan jasanya 

belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat berpedoman pada: 

a.  standar harga yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga/institusi 

resmi; atau  

b.  harga pasar yang diperoleh melalui survey. 

 

BAB III 

ANALISIS STANDAR BELANJA 

Pasal 5 

(1) ASB meliputi: 

a. ASB fisik; dan 

b. ASB non fisik. 

(2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat 

standarisasi biaya kegiatan yang bersifat fisik yang disusun dan 

diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan memperhitungkan rincian 

anggaran biaya terhadap penggunaan barang, jasa, upah dan komponen 

penyusun lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan 

penganggaran kegiatan atau sub kegiatan. 

(3) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, 

memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik yang disusun dan 

diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan memperhitungkan rincian 

anggaran biaya terhadap penggunaan barang, jasa, upah dan komponen 

penyusun lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan 

penganggaran kegiatan/sub kegiatan. 

(4) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan 

penyelenggaraan setiap sub kegiatan Perangkat Daerah. 

(5) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 6 

(1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dengan besaran 

biaya tertinggi yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan 

dengan mempedomani SHS. 

(2) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk 

menentukan estimasi besaran biaya setiap kegiatan atau sub kegiatan 

dalam rangka penyusunan RKA-SKPD. 
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(3) Kegiatan atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat digolongkan atau disetarakan menurut karakteristik dan jenis 

yang sama atau hampir sama dengan nomenklatur ASB yang 

distandarisasikan. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantaeng 

Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar harga Satuan Barang Dan Jasa 

Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 Nomor 25) 

Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 27 Tahun 2023 tentang Analisa Standar 

Belanja Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 

Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Bantaeng. 

  Ditetapkan di Bantaeng 

  pada tanggal 1 Oktober 2024 
 

   Pj. BUPATI  BANTAENG, 

  Cap/Ttd 

  ANDI ABUBAKAR 

Diundangkan di Bantaeng 
pada tanggal 1 Oktober 2024 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG, 

 

 

ABDUL WAHAB 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2024 NOMOR 27 
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LAMPIRAN  

PERATURAN BUPATI BANTAENG 
NOMOR 27 TAHUN 2024    

TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR  BELANJA 

TAHUN  ANGGARAN 2024 

  
STANDAR HARGA SATUAN DAN 

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2024 

 

     STANDAR HARGA SATUAN 

TAHUN 2024 

  

Kode Barang Uraian Barang Spesifikasi Satuan  Harga Satuan  

1 2 3 4                        5  

8.1.01.03.07.0001 
Beban Honorarium Penanggungjawaban 

Pengelola Keuangan 
      

8.1.01.03.07.0001.00001 
Honorarium Bendahara Pengeluaran atau 

Bendahara Penerimaan 
Nilai sd. Rp. 100 juta Orang / Bulan 340.000 

8.1.01.03.07.0001.00002 
Honorarium Bendahara Pengeluaran atau 

Bendahara Penerimaan 

Nilai Rp. 100 juta s.d Rp. 250 

juta 
Orang / Bulan 420.000 

8.1.01.03.07.0001.00003 
Honorarium Bendahara Pengeluaran atau 

Bendahara Penerimaan 

Nilai Rp. 250 juta sd. Rp. 500 

juta 
Orang / Bulan 500.000 

8.1.01.03.07.0001.00004 
Honorarium Bendahara Pengeluaran atau 

Bendahara Penerimaan 

Nilai Rp. 500 juta sd. Rp. 1 

milliar 
Orang / Bulan 570.000 
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8.1.01.03.07.0001.00005 
Honorarium Bendahara Pengeluaran atau 
Bendahara Penerimaan 

Nilai di atas Rp. 1 milliar Orang / Bulan 670.000 

8.1.01.03.07.0001.00006 

Honorarium Bendahara Pengeluaran 

Pembantu atau Bendahara Penerimaan 

Pembantu 

Nilai sd. Rp. 100 juta Orang / Bulan 260.000 

8.1.01.03.07.0001.00007 

Honorarium Bendahara Pengeluaran 

Pembantu atau Bendahara Penerimaan 

Pembantu 

Nilai Rp. 100 juta s.d Rp. 250 
juta 

Orang / Bulan 310.000 

8.1.01.03.07.0001.00008 

Honorarium Bendahara Pengeluaran 

Pembantu atau Bendahara Penerimaan 
Pembantu 

Nilai Rp. 250 juta sd. Rp. 500 

juta 
Orang / Bulan 370.000 

8.1.01.03.07.0001.00009 

Honorarium Bendahara Pengeluaran 

Pembantu atau Bendahara Penerimaan 

Pembantu 

Nilai Rp. 500 juta sd. Rp. 1 
milliar 

Orang / Bulan 430.000 

8.1.01.03.07.0001.00010 

Honorarium Bendahara Pengeluaran 

Pembantu atau Bendahara Penerimaan 
Pembantu 

Nilai di atas Rp. 1 milliar Orang / Bulan 500.000 

8.1.01.03.07.0001.00011 
Honorarium PA Pengadaan Barang (Non 

Konstruksi) 

Nilai Rp.100 miliar sd Rp. 250 

miliar 
Orang / Paket 3.230.000 

8.1.01.03.07.0001.00012 
Honorarium PA Pengadaan Barang (Non 
Konstruksi) 

Nilai Rp.250 miliar sd Rp. 500 
miliar 

Orang / Paket 3.640.000 

8.1.01.03.07.0001.00013 
Honorarium PA Pengadaan Barang (Non 

Konstruksi) 

Nilai Rp.500 miliar sd Rp. 750 

miliar 
Orang / Paket 4.040.000 

8.1.01.03.07.0001.00014 
Honorarium PA Pengadaan Barang (Non 
Konstruksi) 

Nilai Rp.750 miliar sd Rp. 1 
triliun 

Orang / Paket 4.450.000 

8.1.01.03.07.0001.00015 
Honorarium PA Pengadaan Barang (Non 

Konstruksi) 
Nilai di atas Rp.1 triliun Orang / Paket 5.010.000 

8.1.01.03.07.0001.00016 
Honorarium PA Pengadaan Barang/Jasa 
(Konstruksi) 

Nilai Rp.100 miliar sd Rp. 250 
miliar 

Orang / Paket 3.580.000 

8.1.01.03.07.0001.00017 
Honorarium PA Pengadaan Barang/Jasa 

(Konstruksi) 

Nilai Rp.250 miliar sd Rp. 500 

miliar 
Orang / Paket 4.030.000 
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8.1.01.03.07.0001.00018 
Honorarium PA Pengadaan Barang/Jasa 
(Konstruksi) 

Nilai Rp.500 miliar sd Rp. 750 
miliar 

Orang / Paket 4.490.000 

8.1.01.03.07.0001.00019 
Honorarium PA Pengadaan Barang/Jasa 

(Konstruksi) 

Nilai Rp.750 miliar sd Rp. 1 

triliun 
Orang / Paket 4.940.000 

8.1.01.03.07.0001.00020 
Honorarium PA Pengadaan Barang/Jasa 
(Konstruksi) 

Nilai di atas Rp.1 triliun Orang / Paket 5.560.000 

8.1.01.03.07.0001.00021 
Honorarium PA Pengadaan Jasa (Non 

Konstruksi) 

Nilai Rp.10 miliar sd Rp. 25 

miliar 
Orang / Paket 1.510.000 

8.1.01.03.07.0001.00022 
Honorarium PA Pengadaan Jasa (Non 
Konstruksi) 

Nilai Rp.25 miliar sd Rp. 50 
miliar 

Orang / Paket 1.750.000 

8.1.01.03.07.0001.00023 
Honorarium PA Pengadaan Jasa (Non 

Konstruksi) 

Nilai Rp.50 miliar sd Rp. 75 

miliar 
Orang / Paket 1.990.000 

8.1.01.03.07.0001.00024 
Honorarium PA Pengadaan Jasa (Non 
Konstruksi) 

Nilai Rp.75 miliar sd Rp. 100 
miliar 

Orang / Paket 2.230.000 

8.1.01.03.07.0001.00025 
Honorarium PA Pengadaan Jasa (Non 

Konstruksi) 

Nilai Rp.100 miliar sd Rp. 250 

miliar 
Orang / Paket 2.560.000 

8.1.01.03.07.0001.00026 
Honorarium PA Pengadaan Jasa (Non 
Konstruksi) 

Nilai Rp.250 miliar sd Rp. 500 
miliar 

Orang / Paket 2.880.000 

8.1.01.03.07.0001.00027 
Honorarium PA Pengadaan Jasa (Non 

Konstruksi) 

Nilai Rp.500 miliar sd Rp. 750 

miliar 
Orang / Paket 3.200.000 

8.1.01.03.07.0001.00028 
Honorarium PA Pengadaan Jasa (Non 
Konstruksi) 

Nilai Rp.750 miliar sd Rp. 1 
triliun 

Orang / Paket 3.520.000 

8.1.01.03.07.0001.00029 
Honorarium PA Pengadaan Jasa (Non 

Konstruksi) 
Nilai di atas Rp.1 triliun Orang / Paket 3.960.000 

8.1.01.03.07.0001.00030 Honorarium PPK SKPD Kecamatan / Setingkat Kantor Orang / Bulan 500.000 

8.1.01.03.07.0001.00031 Honorarium PPK SKPD Dinas / Badan Orang / Bulan 750.000 

8.1.01.03.07.0001.00032 Honorarium PPKD/KPA Nilai sd. Rp. 100 juta Orang / Bulan 350.000 

8.1.01.03.07.0001.00033 Honorarium PPKD/KPA 
Nilai Rp. 100 juta s.d Rp. 250 

juta 
Orang / Bulan 450.000 

8.1.01.03.07.0001.00034 Honorarium PPKD/KPA 
Nilai Rp. 250 juta sd. Rp. 500 

juta 
Orang / Bulan 500.000 

8.1.01.03.07.0001.00035 Honorarium PPKD/KPA 
Nilai Rp. 500 juta sd. Rp. 1 

milliar 
Orang / Bulan 550.000 

8.1.01.03.07.0001.00036 Honorarium PPKD/KPA Nilai di atas Rp. 1 milliar Orang / Bulan 650.000 
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8.1.01.03.07.0001.00037 Honorarium PPTK Nilai sd. Rp. 100 juta Orang / Bulan 300.000 

8.1.01.03.07.0001.00038 Honorarium PPTK 
Nilai Rp. 100 juta s.d Rp. 250 

juta 
Orang / Bulan 370.000 

8.1.01.03.07.0001.00039 Honorarium PPTK 
Nilai Rp. 250 juta sd. Rp. 500 

juta 
Orang / Bulan 450.000 

8.1.01.03.07.0001.00040 Honorarium PPTK 
Nilai Rp. 500 juta sd. Rp. 1 

milliar 
Orang / Bulan 500.000 

8.1.01.03.07.0001.00041 Honorarium PPTK Nilai di atas Rp. 1 milliar Orang / Bulan 600.000 

8.1.01.03.07.0002 Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 
      

8.1.01.03.07.0002.00001 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ 
(Konstruksi) 

Nilai sd. Rp. 200 juta Orang / Paket 350.000 

8.1.01.03.07.0002.00002 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ 

(Konstruksi) 

Nilai di atas Rp. 200 juta sd. Rp. 

500 juta 
Orang / Paket 450.000 

8.1.01.03.07.0002.00003 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ 

(Konstruksi) 

Nilai di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 

1 milliar 
Orang / Paket 500.000 

8.1.01.03.07.0002.00004 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ 
(Konstruksi) 

Nilai di atas Rp. 1 milliar sd. Rp. 
10 miliar 

Orang / Paket 600.000 

8.1.01.03.07.0002.00005 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ 

(Konstruksi) 
Nilai di atas Rp.10 miliar Orang / Paket 700.000 

8.1.01.03.07.0002.00006 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ (Non 
Konstruksi) 

Nilai sd. Rp. 200 juta Orang / Paket 350.000 

8.1.01.03.07.0002.00007 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ (Non 

Konstruksi) 

Nilai di atas Rp. 200 juta sd. Rp. 

500 juta 
Orang / Paket 450.000 

8.1.01.03.07.0002.00008 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ (Non 
Konstruksi) 

Nilai di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 
1 milliar 

Orang / Paket 500.000 

8.1.01.03.07.0002.00009 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ (Non 

Konstruksi) 

Nilai di atas Rp. 1 milliar sd. Rp. 

10 miliar 
Orang / Paket 600.000 

8.1.01.03.07.0002.00010 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ (Non 
Konstruksi) 

Nilai di atas Rp.10 miliar Orang / Paket 700.000 

8.1.01.03.07.0002.00011 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ untuk Jasa 
Konsultansi (Non konstruksi) 

Nilai sd. Rp. 50 juta Orang / Paket 250.000 
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8.1.01.03.07.0002.00012 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ untuk Jasa 

Konsultansi (Non konstruksi) 

Nilai diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 

100 juta 
Orang / Paket 350.000 

8.1.01.03.07.0002.00013 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ untuk Jasa 

Lainnya (Non konstruksi) 
Nilai sd Rp. 100 juta Orang / Paket 400.000 

8.1.01.03.07.0002.00014 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ untuk Jasa 
Lainnya (Non konstruksi) 

Nilai Rp. 100 juta s.d Rp. 250 
juta 

Orang / Paket 500.000 

8.1.01.03.07.0002.00015 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ untuk Jasa 

Lainnya (Non konstruksi) 

Nilai Rp. 250 juta sd. Rp. 500 

juta 
Orang / Paket 600.000 

8.1.01.03.07.0002.00016 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Orang / Bulan 680.000 

8.1.01.03.07.0003 
Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja 

Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 
      

8.1.01.03.07.0003.00001 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Bulan 350.000 

8.1.01.03.07.0003.00002 Ketua Perangkat UKPBJ Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Bulan 1.000.000 

8.1.01.03.07.0003.00003 
Sekretaris / Staf Pendukung Perangkat 

UKPBJ 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Bulan 750.000 

8.1.01.03.07.0003.00004 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ 
(Konstruksi) 

Nilai Rp. 200 juta sd. Rp. 500 
juta, Sekretariat Daerah 

Orang / Paket 850.000 

8.1.01.03.07.0003.00005 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ 

(Konstruksi) 

Nilai Rp. 500 juta sd. Rp. 1 

milliar, Sekretariat Daerah 
Orang / Paket 1.020.000 

8.1.01.03.07.0003.00006 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ 

(Konstruksi) 

Nilai Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5 

miliar, Sekretariat Daerah 
Orang / Paket 1.270.000 

8.1.01.03.07.0003.00007 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ 

(Konstruksi) 

Nilai Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 

miliar, Sekretariat Daerah 
Orang / Paket 1.520.000 

8.1.01.03.07.0003.00008 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ 

(Konstruksi) 

Nilai Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 

miliar, Sekretariat Daerah 
Orang / Paket 1.780.000 

8.1.01.03.07.0003.00009 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ 

(Konstruksi) 

Nilai Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 

miliar, Sekretariat Daerah 
Orang / Paket 2.120.000 

8.1.01.03.07.0003.00010 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ 
(Konstruksi) 

Nilai Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 
miliar, Sekretariat Daerah 

Orang / Paket 2.450.000 
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8.1.01.03.07.0003.00011 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ (Non 
Konstruksi) 

Nilai Rp. 200 juta sd. Rp. 500 
juta, Sekretariat Daerah 

Orang / Paket 760.000 

8.1.01.03.07.0003.00012 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ (Non 

Konstruksi) 

Nilai Rp. 500 juta sd. Rp. 1 

milliar, Sekretariat Daerah 
Orang / Paket 920.000 

8.1.01.03.07.0003.00013 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ (Non 

Konstruksi) 

Nilai Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5 

miliar, Sekretariat Daerah 
Orang / Paket 1.140.000 

8.1.01.03.07.0003.00014 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ (Non 

Konstruksi) 

Nilai Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 

miliar, Sekretariat Daerah 
Orang / Paket 1.370.000 

8.1.01.03.07.0003.00015 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ (Non 
Konstruksi) 

Nilai Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 
miliar, Sekretariat Daerah 

Orang / Paket 1.600.000 

8.1.01.03.07.0003.00016 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ (Non 
Konstruksi) 

Nilai Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 
miliar, Sekretariat Daerah 

Orang / Paket 1.910.000 

8.1.01.03.07.0003.00017 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ (Non 

Konstruksi) 

Nilai Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 

miliar, Sekretariat Daerah 
Orang / Paket 2.210.000 

8.1.01.03.07.0003.00018 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ untuk Jasa 

Konsultansi/Jasa Lainnya (Non konstruksi) 

Nilai Rp. 100 juta s.d Rp. 250 

juta, Sekretariat Daerah 
Orang / Paket 480.000 

8.1.01.03.07.0003.00019 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ untuk Jasa 

Konsultansi/Jasa Lainnya (Non konstruksi) 

Nilai Rp. 250 juta sd. Rp. 500 

juta, Sekretariat Daerah 
Orang / Paket 600.000 

8.1.01.03.07.0003.00020 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ untuk Jasa 

Konsultansi/Jasa Lainnya (Non konstruksi) 

Nilai Rp. 500 juta sd. Rp. 1 

milliar, Sekretariat Daerah 
Orang / Paket 720.000 

8.1.01.03.07.0003.00021 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ untuk Jasa 

Konsultansi/Jasa Lainnya (Non konstruksi) 

Nilai Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5 

miliar, Sekretariat Daerah 
Orang / Paket 910.000 

8.1.01.03.07.0003.00022 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ untuk Jasa 

Konsultansi/Jasa Lainnya (Non konstruksi) 

Nilai Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 

miliar, Sekretariat Daerah 
Orang / Paket 1.090.000 

8.1.01.03.07.0003.00023 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ untuk Jasa 

Konsultansi/Jasa Lainnya (Non konstruksi) 

Nilai Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 

miliar, Sekretariat Daerah 
Orang / Paket 1.270.000 

8.1.01.03.07.0003.00024 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ untuk Jasa 

Konsultansi/Jasa Lainnya (Non konstruksi) 

Nilai Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 

miliar, Sekretariat Daerah 
Orang / Paket 1.510.000 
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8.1.01.03.07.0003.00025 
Honorarium Pokja Pemilihan PBJ untuk Jasa 

Konsultansi/Jasa Lainnya (Non konstruksi) 

Nilai Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 

miliar, Sekretariat Daerah 
Orang / Paket 1.750.000 

8.1.02.02.01.0003 
Beban Honorarium Narasumber atau 
Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 

Panitia       

8.1.02.02.01.0003.00001 Anggota Panitia Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kegiatan 200.000 

8.1.02.02.01.0003.00002 Ketua/Wakil Ketua Panitia Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kegiatan 400.000 

8.1.02.02.01.0003.00003 Moderator Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kegiatan 500.000 

8.1.02.02.01.0003.00004 Moderator Profesional Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kegiatan 1.000.000 

8.1.02.02.01.0003.00005 

Narasumber Kepala Daerah / Pejabat 

Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah 

Lainnya yang disetarakan 

Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Jam 1.400.000 

8.1.02.02.01.0003.00006 
Narasumber Menteri/ Pejabat Setingkat 

Menteri/ Pejabat Negara Lainnya 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Jam 1.700.000 

8.1.02.02.01.0003.00007 
Narasumber Pejabat Eselon I/ yang 

disetarakan 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Jam 1.200.000 

8.1.02.02.01.0003.00008 
Narasumber Pejabat Eselon II /yang 

disetarakan 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Jam 1.000.000 

8.1.02.02.01.0003.00009 
Narasumber Pejabat Eselon III ke 

bawah/yang disetarakan 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Jam 900.000 

8.1.02.02.01.0003.00010 Narasumber Profesional 
Pakar, Praktisi atau Pembicara 
Khusus 

Orang / Jam 1.700.000 

8.1.02.02.01.0003.00011 Pembawa Acara Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kegiatan 250.000 

8.1.02.02.01.0003.00012 Pembawa Acara Profesional Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kegiatan 750.000 

8.1.02.02.01.0003.00013 Penanggung Jawab Panitia Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kegiatan 450.000 

8.1.02.02.01.0003.00014 Sekretaris Panitia Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kegiatan 300.000 
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8.1.02.02.01.0004 

Beban Honorarium Tim Pelaksana 

Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana 

Kegiatan 
      

8.1.02.02.01.0004.00001 Anggota Kontingen MTQ Tingkat Provinsi   Orang / Kegiatan 1.500.000 

8.1.02.02.01.0004.00002 Anggota Pelatih Paskibraka Orang / Bulan 2.400.000 

8.1.02.02.01.0004.00003 
Anggota Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 

yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Bulan 220.000 

8.1.02.02.01.0004.00004 Anggota Seleksi Paskibraka Orang / Bulan 800.000 

8.1.02.02.01.0004.00005 
Anggota Tim Pelaksana Kegiatan yang 

ditetapkan oleh Kepala Daerah 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Bulan 400.000 

8.1.02.02.01.0004.00006 
Anggota Tim Pelaksana Kegiatan yang 
ditetapkan oleh Sekretaris Daerah 

Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Bulan 250.000 

8.1.02.02.01.0004.00007 Ketua Seleksi Paskibraka Orang / Bulan 1.000.000 

8.1.02.02.01.0004.00008 
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yang 

ditetapkan oleh Kepala Daerah 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Bulan 650.000 

8.1.02.02.01.0004.00009 
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yang 
ditetapkan oleh Sekretaris Daerah 

Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Bulan 400.000 

8.1.02.02.01.0004.00010 

Ketua/Wakil Ketua Sekretariat Tim 

Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh 

Sekretaris Daerah 

Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Bulan 250.000 

8.1.02.02.01.0004.00011 Komandan Pasukan Paskibraka Orang / Bulan 1.500.000 

8.1.02.02.01.0004.00012 Komandan Upacara Paskibraka Orang / Bulan 1.200.000 

8.1.02.02.01.0004.00013 Koordinator Pelatih Paskibraka Orang / Bulan 2.700.000 

8.1.02.02.01.0004.00014 
Pelatih dan Official Kontingen MTQ Tingkat 
Provinsi 

  Orang / Kegiatan 2.000.000 

8.1.02.02.01.0004.00015 
Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan 
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 

Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Bulan 700.000 



 

 

Dokumentasi dan Informasi Hukum|14 

 

8.1.02.02.01.0004.00016 
Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan 

yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Bulan 450.000 

8.1.02.02.01.0004.00017 Penata Rias dan Cukur Paskibraka Orang / Bulan 1.500.000 

8.1.02.02.01.0004.00018 Pendamping Pelatih Paskibraka Orang / Bulan 2.000.000 

8.1.02.02.01.0004.00019 Pengapit Paskibraka Orang / Bulan 1.500.000 

8.1.02.02.01.0004.00020 
Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan yang 

ditetapkan oleh Kepala Daerah 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Bulan 800.000 

8.1.02.02.01.0004.00021 
Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan yang 

ditetapkan oleh Sekretaris Daerah 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Bulan 500.000 

8.1.02.02.01.0004.00022 Pengawal Bendera Paskibraka Orang / Bulan 1.200.000 

8.1.02.02.01.0004.00023 Peserta Kontingen MTQ Tingkat Provinsi   Orang / Kegiatan 1.500.000 

8.1.02.02.01.0004.00024 Petugas Keamanan Paskibraka Orang / Bulan 1.500.000 

8.1.02.02.01.0004.00025 
Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan yang 
ditetapkan oleh Kepala Daerah 

Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Bulan 500.000 

8.1.02.02.01.0004.00026 
Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan yang 

ditetapkan oleh Sekretaris Daerah 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Bulan 300.000 

8.1.02.02.01.0004.00027 Tim Kesehatan Paskibraka Orang / Bulan 2.000.000 

8.1.02.02.01.0004.00028 
Wakil ketua Tim Pelaksana Kegiatan yang 
ditetapkan oleh Kepala Daerah 

Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Bulan 600.000 

8.1.02.02.01.0004.00029 
Wakil ketua Tim Pelaksana Kegiatan yang 
ditetapkan oleh Sekretaris Daerah 

Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Bulan 350.000 

8.1.02.02.01.0004.00030 
Honorarium Pendampingan Hukum 
Pembangunan Gedung Perpustakaan 

Pengarah Orang / Bulan 1.500.000 

8.1.02.02.01.0004.00031 
Honorarium Pendampingan Hukum 

Pembangunan Gedung Perpustakaan 
Penanggung Jawab Orang / Bulan 1.250.000 

8.1.02.02.01.0004.00032 
Honorarium Pendampingan Hukum 
Pembangunan Gedung Perpustakaan 

Ketua Orang / Bulan 1.000.000 
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8.1.02.02.01.0004.00033 
Honorarium Pendampingan Hukum 
Pembangunan Gedung Perpustakaan 

Wakil Ketua Orang / Bulan 850.000 

8.1.02.02.01.0004.00034 
Honorarium Pendampingan Hukum 

Pembangunan Gedung Perpustakaan 
Sekretaris/ Anggota Orang / Bulan 750.000 

8.1.02.02.01.0004.00035 
Tim Pendamping Optimalisasi Pendapatan 

Asli Daerah dan Penertiban BMD 
Pengarah Orang / Bulan 1.500.000 

8.1.02.02.01.0004.00036 
Tim Pendamping Optimalisasi Pendapatan 
Asli Daerah dan Penertiban BMD 

Penanggung Jawab Orang / Bulan 1.250.000 

8.1.02.02.01.0004.00037 
Tim Pendamping Optimalisasi Pendapatan 

Asli Daerah dan Penertiban BMD 
Ketua Orang / Bulan 1.000.000 

8.1.02.02.01.0004.00038 
Tim Pendamping Optimalisasi Pendapatan 
Asli Daerah dan Penertiban BMD 

Wakil Ketua Orang / Bulan 850.000 

8.1.02.02.01.0004.00039 
Tim Pendamping Optimalisasi Pendapatan 

Asli Daerah dan Penertiban BMD 
Sekretaris / Anggota Orang / Bulan 750.000 

8.1.02.02.01.0004.00040 
Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh 
Kepala Daerah 

Pengarah, (Sekretariat Daerah) Orang / Bulan 1.500.000 

8.1.02.02.01.0004.00041 
Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh 

Kepala Daerah 

Penanggung Jawab, (Sekretariat 

Daerah) 
Orang / Bulan 1.250.000 

8.1.02.02.01.0004.00042 
Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh 
Kepala Daerah 

Ketua, (Sekretariat Daerah) Orang / Bulan 1.000.000 

8.1.02.02.01.0004.00043 
Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh 

Kepala Daerah 
Wakil Ketua, (Sekretariat Daerah) Orang / Bulan 850.000 

8.1.02.02.01.0004.00044 
Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh 
Kepala Daerah 

Sekretaris, (Sekretariat Daerah) Orang / Bulan 750.000 

8.1.02.02.01.0004.00045 
Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh 

Kepala Daerah 
Anggota, (Sekretariat Daerah) Orang / Bulan 750.000 

8.1.02.02.01.0004.00046 
Tim Pendamping Optimalisasi Pendapatan 

Asli Daerah dan Penertiban BMD 
Pengarah Orang / Bulan 1.500.000 
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8.1.02.02.01.0004.00047 
Tim Pendamping Optimalisasi Pendapatan 

Asli Daerah dan Penertiban BMD 
Penanggung Jawab Orang / Bulan 1.250.000 

8.1.02.02.01.0004.00048 
Tim Pendamping Optimalisasi Pendapatan 
Asli Daerah dan Penertiban BMD 

Ketua Orang / Bulan 1.000.000 

8.1.02.02.01.0004.00049 
Tim Pendamping Optimalisasi Pendapatan 

Asli Daerah dan Penertiban BMD 
Wakil Ketua Orang / Bulan 850.000 

8.1.02.02.01.0004.00050 
Tim Pendamping Optimalisasi Pendapatan 
Asli Daerah dan Penertiban BMD 

Sekretaris / Anggota Orang / Bulan 750.000 

8.1.02.02.01.0005 
Beban Honorarium Pemberi Keterangan 
Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 

      

8.1.02.02.01.0005.00001 Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin   Kasus 10.000.000 

8.1.02.02.01.0005.00002 Beracara Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kegiatan 1.800.000 

8.1.02.02.01.0005.00003 Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kegiatan 1.800.000 

8.1.02.02.01.0006 
Beban Honorarium Penyuluhan atau 

Pendampingan 
      

8.1.02.02.01.0006.00001 Honorarium Pendamping 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil 
Menengah dan Perdagangan 

Orang / Bulan 2.700.000 

8.1.02.02.01.0006.00002 Penyuluh Non PNS Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Bulan 700.000 

8.1.02.02.01.0006.00003 Petugas Pembantu 
Pembina Keluar Berencana Desa 

(PPKBD) 
Orang / Bulan 250.000 

8.1.02.02.01.0006.00004 Petugas Sub Pembantu 
Pembina Keluar Berencana Desa 
(PPKBD) 

Orang / Bulan 150.000 

8.1.02.02.01.0006.00005 Tenaga Pendamping UKM 
Pendamping UKM/PLUT 

Kabupaten 
Orang / Bulan 2.600.000 

8.1.02.02.01.0006.00006 Tenaga Penyuluhan Dan Pendampingan 
Bantuan Modal Berbasis 

Dusun/Rw 
Orang / Bulan 1.500.000 
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8.1.02.02.01.0006.00007 Staf Khusus Keprotokoleran Bandara Orang / Bulan 1.500.000 

8.1.02.02.01.0006.00008 
Tim Pendamping Keluarga (TPK) Berisiko 

Stunting 

DAK-BOKB Dinas Keluarga 

Berencana 
Bulan 330.000 

8.1.02.02.01.0006.00009 Tenaga Pendamping 

DAK Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu 

Orang / Bulan 3.385.000 

8.1.02.02.01.0006.00010 Honorarium Pendamping DAK Non Fisik-PK2UMK Orang / Bulan 2.600.000 

8.1.02.02.01.0006.00011 Honorarium Koordinator Pendamping KUMK DAK Non Fisik-PK2UMK Orang / Bulan 500.000 

8.1.02.02.01.0007 Beban Honorarium Rohaniwan       

8.1.02.02.01.0007.00001 Rohaniwan Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kegiatan 400.000 

8.1.02.02.01.0008 

Beban Honorarium Tim Penyusunan 

Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola 
Teknologi Informasi dan Pengelola Website 

      

8.1.02.02.01.0008.00001 
Desain Grafis Tim Penyusunan Buletin/ 
Majalah 

Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Terbitan 180.000 

8.1.02.02.01.0008.00002 Desain Grafis Tim Penyusunan Jurnal Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Terbitan 180.000 

8.1.02.02.01.0008.00003 
Editor Tim Pengelola Teknologi Informasi/ 

Pengelola Website 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Bulan 400.000 

8.1.02.02.01.0008.00004 Fotografer Tim Penyusunan Buletin/ Majalah Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Terbitan 180.000 

8.1.02.02.01.0008.00005 Fotografer Tim Penyusunan Jurnal Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Terbitan 180.000 

8.1.02.02.01.0008.00006 
Pembuat Artikel Tim Pengelola Teknologi 
Informasi/ Pengelola Website 

Perpres No. 33 Tahun 2020 Per Halaman 100.000 

8.1.02.02.01.0008.00007 
Pembuat Artikel Tim Penyusunan Buletin/ 
Majalah 

Perpres No. 33 Tahun 2020 Per Halaman 100.000 

8.1.02.02.01.0008.00008 Pembuat Artikel Tim Penyusunan Jurnal Perpres No. 33 Tahun 2020 Per Halaman 200.000 
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8.1.02.02.01.0008.00009 
Penanggung Jawab Tim Pengelola Teknologi 

Informasi/ Pengelola Website 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Bulan 500.000 

8.1.02.02.01.0008.00010 
Penanggung Jawab Tim Penyusunan Buletin/ 

Majalah 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Terbitan 400.000 

8.1.02.02.01.0008.00011 Penanggung Jawab Tim Penyusunan Jurnal Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Terbitan 500.000 

8.1.02.02.01.0008.00012 
Penyunting/ Editor Tim Penyusunan 

Buletin/ Majalah 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Terbitan 250.000 

8.1.02.02.01.0008.00013 Penyunting/ Editor Tim Penyusunan Jurnal Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Terbitan 300.000 

8.1.02.02.01.0008.00014 
Redaktur Tim Pengelola Teknologi Informasi/ 

Pengelola Website 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Bulan 450.000 

8.1.02.02.01.0008.00015 Redaktur Tim Penyusunan Buletin/ Majalah Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Terbitan 300.000 

8.1.02.02.01.0008.00016 Redaktur Tim Penyusunan Jurnal Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Terbitan 400.000 

8.1.02.02.01.0008.00017 
Sekretariat Tim Penyusunan Buletin/ 
Majalah 

Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Terbitan 150.000 

8.1.02.02.01.0008.00018 Sekretariat Tim Penyusunan Jurnal Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Terbitan 150.000 

8.1.02.02.01.0008.00019 
Web Admin Tim Pengelola Teknologi 

Informasi/ Pengelola Website 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Bulan 350.000 

8.1.02.02.01.0008.00020 
Web Developer Tim Pengelola Teknologi 

Informasi/ Pengelola Website 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Bulan 300.000 

8.1.02.02.01.0009 Beban Honorarium Penyelenggara Ujian 
      

8.1.02.02.01.0009.00001 Pengawas Ujian Tingkat Pendidikan Dasar Orang / Hari 240.000 

8.1.02.02.01.0009.00002 Pengawas Ujian Tingkat Pendidikan Menengah Orang / Hari 270.000 

8.1.02.02.01.0009.00003 Pemeriksa Hasil Ujian Tingkat Pendidikan Dasar 
Orang / Jam / 

Pelajaran 
5.000 

8.1.02.02.01.0009.00004 Pemeriksa Hasil Ujian Tingkat Pendidikan Menengah 
Orang / Jam / 
Pelajaran 

7.500 

8.1.02.02.01.0009.00005 Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Tingkat Pendidikan Dasar 
Orang / Jam / 
Pelajaran 

150.000 

8.1.02.02.01.0009.00006 Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Tingkat Pendidikan Menengah Orang / Jam / 190.000 
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Pelajaran 

8.1.02.02.01.0010 
Beban Honorarium Penulisan Butir Soal 

Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota 
      

8.1.02.02.01.0010.00001 
Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ 

Kabupaten/ Kota 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Per Butir Soal 100.000 

8.1.02.02.01.0010.00002 Telaah Bahasa Soal 
Telaah Butir Soal Tingkat 

Provinsi/ Kabupaten/ Kota 
Per Butir Soal 20.000 

8.1.02.02.01.0010.00003 Telaah Materi Soal 
Telaah Butir Soal Tingkat 

Provinsi/ Kabupaten/ Kota 
Per Butir Soal 45.000 

8.1.02.02.01.0011 
Beban Honorarium Penyelenggaraan 

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 
      

8.1.02.02.01.0011.00001 
Anggota Panitia Penyelenggara Kegiatan 

Diklat 6 s.d 30 hari 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kegiatan 450.000 

8.1.02.02.01.0011.00002 
Anggota Panitia Penyelenggara Kegiatan 
Diklat lebih dari 30 hari 

Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kegiatan 600.000 

8.1.02.02.01.0011.00003 
Anggota Panitia Penyelenggara Kegiatan 

Diklat s.d 5 hari 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kegiatan 300.000 

8.1.02.02.01.0011.00004 
Ketua/Wakil ketua Panitia Penyelenggara 

Kegiatan Diklat 6 s.d 30 hari 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kegiatan 600.000 

8.1.02.02.01.0011.00005 
Ketua/Wakil ketua Panitia Penyelenggara 
Kegiatan Diklat lebih dari 30 hari 

Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kegiatan 800.000 

8.1.02.02.01.0011.00006 
Ketua/Wakil ketua Panitia Penyelenggara 

Kegiatan Diklat s.d 5 hari 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kegiatan 400.000 

8.1.02.02.01.0011.00007 
Penanggung Jawab Panitia Penyelenggara 
Kegiatan Diklat 6 s.d 30 hari 

Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kegiatan 675.000 
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8.1.02.02.01.0011.00008 
Penanggung Jawab Panitia Penyelenggara 

Kegiatan Diklat lebih dari 30 hari 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kegiatan 900.000 

8.1.02.02.01.0011.00009 
Penanggung Jawab Panitia Penyelenggara 
Kegiatan Diklat s.d 5 hari 

Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kegiatan 450.000 

8.1.02.02.01.0011.00010 Penceramah Diklat Perpres No. 33 Tahun 2020 
Orang / Jam / 

Pelajaran 
1.000.000 

8.1.02.02.01.0011.00011 Pengajar Diklat 
Berasal Dari Luar Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Penyelenggara 

Orang / Jam / 
Pelajaran 

300.000 

8.1.02.02.01.0011.00012 Pengajar Diklat 
Berasal Dari Dalam Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Penyelenggara 

Orang / Jam / 

Pelajaran 
200.000 

8.1.02.02.01.0011.00013 Penyusunan Modul Diklat Perpres No. 33 Tahun 2020 Per Modul 5.000.000 

8.1.02.02.01.0011.00014 
Sekretaris Panitia Penyelenggara Kegiatan 
Diklat 6 s.d 30 hari 

Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kegiatan 450.000 

8.1.02.02.01.0011.00015 
Sekretaris Panitia Penyelenggara Kegiatan 

Diklat lebih dari 30 hari 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kegiatan 600.000 

8.1.02.02.01.0011.00016 
Sekretaris Panitia Penyelenggara Kegiatan 
Diklat s.d 5 hari 

Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kegiatan 300.000 

8.1.02.02.01.0012 
Beban Honorarium Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah       

8.1.02.02.01.0012.00001 Anggota Sekretariat TAPD 
Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah 
Orang / Bulan 600.000 

8.1.02.02.01.0012.00002 Anggota TAPD 
Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah 
Orang / Bulan 1.300.000 

8.1.02.02.01.0012.00003 Ketua Sekretariat TAPD 
Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah 
Orang / Bulan 1.000.000 

8.1.02.02.01.0012.00004 Ketua TAPD 
Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah 
Orang / Bulan 2.500.000 

8.1.02.02.01.0012.00005 Pembina TAPD 
Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah 
Orang / Bulan 3.500.000 

8.1.02.02.01.0012.00006 Pengarah TAPD 
Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah 

Orang / Bulan 3.000.000 

8.1.02.02.01.0012.00007 Sekretaris Sekretariat TAPD 
Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah 

Orang / Bulan 900.000 
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8.1.02.02.01.0012.00008 Sekretaris TAPD 
Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah 
Orang / Bulan 1.500.000 

8.1.02.02.01.0012.00009 Wakil Ketua TAPD 
Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah 
Orang / Bulan 2.000.000 

8.1.02.04.01.0001 Beban Perjalanan Dinas Biasa       

8.1.02.04.01.0001.00001 Biaya Penginapan di Makassar Non ASN Orang / Hari 350.000 

8.1.02.04.01.0001.00002 
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Anggota 
DPRD/Pejabat Eselon II 

Luar Provinsi Sulawesi Selatan Orang / Hari 1.000.000 

8.1.02.04.01.0001.00003 
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Anggota 
DPRD/Pejabat Eselon II 

Sulawesi Selatan Orang / Hari 800.000 

8.1.02.04.01.0001.00004 
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam 

Negeri Kepala Daerah/Ketua DPRD 
Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Hari 2.000.000 

8.1.02.04.01.0001.00005 
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Golongan 

I/II 
Luar Provinsi Sulawesi Selatan Orang / Hari 500.000 

8.1.02.04.01.0001.00006 
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Golongan 

I/II 
Sulawesi Selatan Orang / Hari 400.000 

8.1.02.04.01.0001.00007 
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat 

Eselon III/Golongan IV 
Luar Provinsi Sulawesi Selatan Orang / Hari 600.000 

8.1.02.04.01.0001.00008 
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat 

Eselon III/Golongan IV 
Sulawesi Selatan Orang / Hari 500.000 

8.1.02.04.01.0001.00009 
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat 

Eselon IV/Golongan III 
Luar Provinsi Sulawesi Selatan Orang / Hari 600.000 

8.1.02.04.01.0001.00010 
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat 

Eselon IV/Golongan III 
Sulawesi Selatan Orang / Hari 500.000 

8.1.02.04.01.0001.00011 Biaya Taksi di Aceh Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 123.000 

8.1.02.04.01.0001.00012 Biaya Taksi di Bali Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 159.000 

8.1.02.04.01.0001.00013 Biaya Taksi di Bangka Belitung Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 90.000 

8.1.02.04.01.0001.00014 Biaya Taksi di Banten Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 446.000 



 

 

Dokumentasi dan Informasi Hukum|22 

 

8.1.02.04.01.0001.00015 Biaya Taksi di Bengkulu Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 109.000 

8.1.02.04.01.0001.00016 Biaya Taksi di D.I. Yogyakarta Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 118.000 

8.1.02.04.01.0001.00017 Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 256.000 

8.1.02.04.01.0001.00018 Biaya Taksi di Gorontalo Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 240.000 

8.1.02.04.01.0001.00019 Biaya Taksi di Jambi Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 147.000 

8.1.02.04.01.0001.00020 Biaya Taksi di Jawa Barat Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 166.000 

8.1.02.04.01.0001.00021 Biaya Taksi di Jawa Tengah Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 75.000 

8.1.02.04.01.0001.00022 Biaya Taksi di Jawa Timur Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 194.000 

8.1.02.04.01.0001.00023 Biaya Taksi di Kalimantan Barat Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 135.000 

8.1.02.04.01.0001.00024 Biaya Taksi di Kalimantan Selatan Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 150.000 

8.1.02.04.01.0001.00025 Biaya Taksi di Kalimantan Tengah Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 111.000 

8.1.02.04.01.0001.00026 Biaya Taksi di Kalimantan Timur Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 450.000 

8.1.02.04.01.0001.00027 Biaya Taksi di Kalimantan Utara Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 102.000 

8.1.02.04.01.0001.00028 Biaya Taksi di Kepulauan Riau Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 137.000 

8.1.02.04.01.0001.00029 Biaya Taksi di Lampung Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 167.000 

8.1.02.04.01.0001.00030 Biaya Taksi di Maluku Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 240.000 

8.1.02.04.01.0001.00031 Biaya Taksi di Maluku Utara Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 215.000 

8.1.02.04.01.0001.00032 Biaya Taksi di Nusa Tenggara Barat Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 231.000 

8.1.02.04.01.0001.00033 Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 108.000 

8.1.02.04.01.0001.00034 Biaya Taksi di Papua Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 431.000 

8.1.02.04.01.0001.00035 Biaya Taksi di Papua Barat Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 182.000 

8.1.02.04.01.0001.00036 Biaya Taksi di Riau Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 94.000 

8.1.02.04.01.0001.00037 Biaya Taksi di Sulawesi Barat Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 313.000 

8.1.02.04.01.0001.00038 Biaya Taksi di Sulawesi Selatan Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 145.000 

8.1.02.04.01.0001.00039 Biaya Taksi di Sulawesi Tengah Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 165.000 

8.1.02.04.01.0001.00040 Biaya Taksi di Sulawesi Tenggara Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 171.000 
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8.1.02.04.01.0001.00041 Biaya Taksi di Sulawesi Utara Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 138.000 

8.1.02.04.01.0001.00042 Biaya Taksi di Sumatera Barat Perpres No. 33 Tahun 2020 Orang / Kali 190.000 

 

                   

 

                   


